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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Saat ini, istilah perbankan bukan lagi sesuatu yang asing untuk masyarakat 

Indonesia. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan transaksi 

finansial dengan memanfaatkan jasa perbankan. Bank pada prinsipnya adalah 

lembaga intermediasi (perantara) keuangan,1 sejalan dengan fungsi utama 

tersebut bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat terutama untuk 

menabung dan menyimpan investasinya yang kemudian disalurkan bank dalam 

bentuk kredit.

Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur didalam Pasal 1 butir 2 UU No.

10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998) yang

mengatur bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak“.

Fungsi bank tersebut sejalan dengan pembangunan nasional 

dilaksanakan selama ini yang merupakan upaya pembangunan nasional

yang

yang

Media Akuntansi, Bank Syari'ah Bukan Sekedar Bank, Media Akuntansi, Jakarta, 2000, hlm 10.

1
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berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. 

Dengan posisi dan fungsi strategis bank tersebut, maka pemerintah 

mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

peran serta bank dalam pembangunan ekonomi Indonesia,

Secara umum paket deregulasi perbankan yang dikeluarkan pemerintah 

terpolarisasi kedalam dua tahap yang sangat berpengaruh terhadap pola 

pengelolaan perbankan nasional, yaitu tahap sebelum paket deregulasi 

perbankan tanggal 1 Juni. Tahun 1998 dan tahap sesudahnya, yaitu paket 

deregulasi 27 Oktober 1988. Kedua paket kebijaksanaan tersebut memiliki

tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kinerja bank sebagai lembaga

utama perantara keuangan dalam menjalankan fungsi utamanya memobilisasi

dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, 

lembaga atau usaha produktif lainnya.

Sebelum kedua paket kebijaksanaan tersebut dikeluarkan, sistem perbankan 

Indonesia juga menggunakan UU No. 14 Thn 1967 dalam tata hukum 

perbankan Indonesia, namun dengan dikeluarkannya UU No. 10 Thn 1998 

Tentang Perubahan Atas UU No, 7 Thn 1992 Tentang Perbankan, maka 

undang-undang lama yang mengatur tentang sistem perbankan di Indonesia 

dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap tidak memiliki spirit yang 

relevan dengan perkembangan ekonomi dan perbankan serta tidak mampu

I
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menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi perkembangan dunia 

perbankan di Indonesia.

Pemberlakuan UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perbankan telah memberikan 

kesempatan yang luas dalam pengembangan jaringan perbankan untuk 

menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu 

sistem perbankan konvensional dan syari’ah secara paralel. 

Dengan adanya landasan yuridis diatas maka keberadaan perbankan syari’ah 

menandai adanya fenomena baru di dunia perbankan ditanah air. Eksistensi 

bank syari’ah semakin diperkuat dengan adanya UU No 23 Thn 1999 Tentang 

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Thn 2004 yang 

memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip 

syari’ah.3

penggunaan

Sebenarnya ide dasar adanya bank syari’ah dilatarbelakangi adanya:4 

pertama, desakan akan kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak 

dapat menerima konsep bunga yang ada pada bank konvensional, sebab dalam 

pandangan Islam terhadap persoalan tersebut sudah jelas, yaitu: “Allah swt 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.5 Para pendukung bank 

syari’ah memandang sistem bunga uang sebagai wujud eksploitasi

2 Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Thn 1998.
3 Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 UU No. 23 Thn 1999.
4 Mu Iya E. Sitegar dan Nasirwan, “Tantangan Perbankan Syari’ahl\ Republika, Jum’at, 30 Agustus 

2001, hlm 9.
Lihat Departemen Agama: Al-Quran dan Terjemahnya: Qs. Al-Baqarah 257, Qs. Ali Imron* 130 
Qs. An-Nisa: 161, dan Qs. Ar-Ruum: 39.

manusia
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untuk manusia lain. Sistem bunga dianggap sebagai sebuah cara menjaring 

kekayaan melalui tetesan darah dan penderitaan orang lain. Kedua, bank 

syari’ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan upaya penyehatan sistem 

perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian 

nasional. Ketiga, terciptanya dual banking system di Indonesia akan melahirkan 

kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai moral. 

Keempat, mengurangi resiko sistematik dari kegagalan sistem keuangan di 

Indonesia. Kelima, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil 

dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan 

pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral. Selain hal tersebut 

tumbuhnya bank syari’ah juga tidak lepas dari krisis moneter yang terjadi di 

Indonesia sebagai sebab tidak mampunya perbankan konvensional 

menghasilkan sistem perbankan yang kuat, hal tersebut terbukti ketika Bank 

Indonesia melikuidasi 16 bank yang dianggap tidak sehat dan dapat 

membahayakan sistem perbankan nasional.6

Mengingat pentingnya keberadaan bank syari’ah tersebut, UU No. 23 Thn 

1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 3 Thn 2004 

Tentang Bank Indonesia (UU BI), telah menugaskan Bank Indonesia (BI) untuk 

mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang

6 Ali Yafie, Fiqih Perdagangan Bebas, Teraju, Jakarta, 2003, hlm 20. Dikutip juga dari: Buliletin 
Hukum Perbankan dan Kesentralan, Volume 3,1 April 2005. Websile Bank 
Indonesia:Http//www.bi.go.id.

http://www.bi.go.id


5

mendukung kelancaran operasional bank berbasis syari’ah serta penerapan dual 

banking system, yaitu penerapan sistem perbankan ganda secara konvensional 

dan syari’ah yang meliputi aspek kelembagaannya, aspek keuangan, instrumen 

aspek kliring serta mekanisme pengawasannya7. Lebih jauh, untuk 

mendukung pelaksanaan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip 

syari’ah, Bank Indonesia telah diberi kewenangan oleh pemerintah berdasarkan 

UU Bank Indonesia No, 3 Thn 2004, sehingga Bank Indonesia dapat pula 

mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank syari’ah untuk 

menampung kelebihan likuiditas bank syari’ah tanpa bunga. Lebih jauh lagi, 

Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dapat memberikan sanksi 

kepada bank-bank syari’ah yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan 

nilai-nilai syari’ah.

moneter,

Berangkat adanya Regulasi Bank Indonesia terhadap pengaturan dan 

pengawasan sistem perbankan konvensional dan perbankan syari’ah, sehingga 

bank konvensional dapat pula beroperasi berdampingan dengan bank-bank 

syari’ah. Kondisi demikian sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan 

nasional, yaitu membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka 

mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

7 Setiawan Budi utomo, Menuju Era Ekonomi Berkeadilan dan Bebas Bunga, Pengantar Pada Yusuf 
Al-Qardawi, Bunga Bank Haram, Penerbit Akbar, Jakarta, 2002, hlm 22-23.
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Khusus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berbentuk perseroan 

terbatas, organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 1 Thn 1995 Tentang 

Perseroan Terbatas. Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syan ah 

kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

dilakukan oleh direksi dan pengawasan terhadap direksi 

dilaksanakan oleh komisaris yang berdasarkan SK. Direksi BI No 

32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Pengaturan Komisaris dan 

Direksi. Perbedaannya dengan perseroan terbatas lainnya, dalam struktur 

organisasi bank syari’ah wajib ada sebuah lembaga yang bernama Dewan 

Pengawas Syari’ah (DPS) yang fungsinya mengawasi kegiatan usaha bank agar 

sesuai dengan prinsip syari’ah. Berbeda dengan pengaturan untuk komisaris 

dan direksi, jika diperbandingkan surat keputusan tentang pengaturan komisaris

pengurusan

dan direksi pada bank umum berdasarkan prinsip syari’ah, tidak mengatur

secara rinci kekuasaan DPS.

Keadaan diatas jelas merupakan hambatan bagi perkembangan perbankan 

syari’ah mengingat kedudukan Dewan Pengawas Syari’ah sangat penting 

terhadap bank syari’ah, yaitu melakukan pengawasan operasioanal bank 

syari’ah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah.8 Oleh karenanya DPS 

harus dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat mengenai produk-

Lihat AAOIFI, Accounting and Auditing and Governance Standarts for Islamic Financial 
Institution, (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution 
(AAOIFI) Manama, 1999), Chapter “Governance”, Hlm 1-19.

I
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produk bank syari’ah yang akan ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai 

dengan prinsip-prinsip syari’ah. Mengingat kekhususan operasionalnya dan 

keunggulan kompetitif serta komparatif yang dimiliki, maka tanggung jawab 

dan mekanisme pengawasan terhadap bank syariah perlu diperhatikan. Hal 

tersebut penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga perbankan yang pada akhirnya akan turut mendukung pembangunan

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

pancasila dan UUD 1945.

Berangkat dari ketentuan akan pentingnya tanggung jawab dan mekanisme

pengawasan pada bank syari’ah, dalam hal ini adalah PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk Cabang Palembang, maka penulis bermaksud meneliti dan 

mengkaji dalam bentuk skripsi yang beijudul:

“Tanggung Jawab dan Mekanisme Pengawasan Pada PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk“.
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan yang

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola operasional PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT. BMI 

Tbk) sebagai bank Islam?

2. Bagaimana tanggung jawab dan mekanisme pengawasan pada PT. BMI Tbk 

dalam tata hukum perbankan Indonesia?

3. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada PT.

BMI Tbk Cabang Palembang?

C, Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1« Untuk mengetahui tentang pola operasional pada PT. BMI Tbk sebagai bank

Islam.

2, Untuk mengetahui tentang tanggung jawab dan mekanisme pengawasan 

Pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia.

3. Untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan dan perkembangan investasi 

masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang.
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Manfaat yang diharapkan akan diperoleh adalah:

1, Secara akademis-teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan kajian dan menjadi sumbangan perkembangan ilmu hukum 

perbankan di Indonesia terutama mengenai prinsip operasional perbankan 

syari’ah yang bebas riba sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan 

sistem perbankan dan keragaman jasa perbankan di Indonesia.

2. Secara sosial-praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

bahan masukan konstruktif bagi semua pihak seperti pemerintah, kalangan

praktisi perbankan, akademisi, ormas-ormas Islam, termasuk masyarakat

sebagai nasabah atau konsumen yang perlu dilindungi dari praktek tidak

sehat dalam bisnis perbankan disamping untuk menambah referensi bagi

berbagai pihak terutama akademisi, praktisi serta mahasiswa fakultas hukum

mengingat belum banyaknya bahasan sejenis.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya pada kajian mengenai 

bagaimana pola operasional PT. BMI Tbk sebagai bank Islam, tanggung jawab 

dan mekanisme pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan 

Indonesia serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi 

masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang sehingga penelitian ini
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benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh 

penulis.

E. Metode Penulisan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yang artinya 

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

puataka atau data sekunder.9 Dengan analisis data yang bersifat deskriptif 

analitis. Deskripsi maksudnya mendeskripsikan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai pola operaional PT. BMI Tbk sebagai bank Islam,

tanggung jawab dan mekanisme pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam tata

hukum perbankan Indonesia serta bagaimana pertumbuhan dan

perkembangan investasi masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang. 

Deskriptif artinya analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat 

deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan 

untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan data lainnya. Analitis 

artinya dalam penelitian ini, analisis data mengarah kepada populasi data.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali 
Peirs, Jakarta, 2001, hlm 13-14. ’
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2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan 

sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang 

normatif. Maksudnya yaitu mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis 

dari aturan hukum keperdataan yang dihubungkan dengan pola operasional 

PT. BMI Tbk sebagai bank Islam, tanggung jawab dan mekanisme 

pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia 

serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada

PT. BMI Tbk Cabang Palembang yang ditunjang dengan pendekatan

Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan penulis sebagai

upaya memperoleh data-data primer secara langsung dari responden 

dilapangan yang berupa penjelasan konseptual terhadap data sekunder untuk

mendukung dan melengkapi pendekatan Yuridis Normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang
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berlaku, antara lain: UUD 1945, UU No. 10 Thn 1998 jo UU No. 7 

Thn 1992 Tentang Perbankan, UU No. 3 Thn 2004 jo UU No. 23 

Thn 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 1 Thn 1995 Tentang

Perseroan Terbatas.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

- Buku-buku literatur, diantaranya adalah: Muhammad dalam

bukunya: “Bank syari’ah problem dan prospek perkembangan di

Indonesia”. M. Syafi’i Antonio dalam bukunya: “Bank syari’ah

dari teori ke praktik”.

- Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah

- Ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan objek kajian 

penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

meliputi:

- Koran, majalah, jurnal ilmiah.



13

- Internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang

relevan.

b. Data primer, adalah klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk 

memberi pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap 

data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama,

yakni responden.

4, Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kota palembang, antara lain:

a, UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

b. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang.

c. Warung internet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, 

doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran hukum 

konseptual yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat
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berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur 

hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

b. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan

(field research). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya

memperoleh data primer berupa klarifikasi atau penjelasan dari

responden. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah

kuistioner yang disusun dalam bentuk tertutup serta wawancara 

terstruktur (guided interview) secara selektif dengan responden tertentu. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi 

dari responden tersebut. Responden penelitian ini ditentukan secara 

purposive (bertujuan), yaitu pihak-pihak yang berdasarkan kewenangan, 

pengetahuan dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan klarifikasi 

dan penjelasan mengenai pola operasional PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk sebagai bank Islam, tanggung jawab dan mekanisme 

pengawasan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam tata hukum 

perbankan Indonesia serta pertumbuhan dan perkembangan investasi 

masyarakat pada PT. B MI Tbk Cabang Palembang.

r



15

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

P roses pengolahan data melalui cara memeriksa dan meneliti data-data 

kebenarannya (editing), mengkategorikan dan 

mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang 

ada untuk kemudian diabstrasikan. Pada tahapan ini, peneliti akan 

melakukan berbagai argumentasi dan penalaran hukum setefah data tersebut 

tersusun, maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 

yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian 

menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Untuk data sekunder 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan kajian isi (content analisis).10

untuk menjamin

Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis sehingga diharapkan

dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru 

yang menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.

Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 
menarik kesimpulan yang sahih dari suatu dokumen. Le*y Moleong, Metodologi Penelitian 
Kualitatif, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 2000, hlm 163.
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